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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the legal evaluation position of foreign investment 
in Indonesia after the job creation law. The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) creates a 
new legal landscape in various aspects of Indonesian economic life, including in terms of 
foreign investment. The method used is a qualitative method. The Job Creation Law has 
a significant impact on foreign investment regulations in Indonesia. A review of these 
regulations is necessary to understand the implications and impact on foreign investment 
in Indonesia. The Job Creation Law introduces various changes in foreign investment 
provisions, including easier market access, procedural changes, and new incentives for 
investors. Legal evaluations need to consider the balance between protecting national 
interests and the need to facilitate foreign investment. This can be a central point in 
assessing the effectiveness of the Job Creation Law in supporting Indonesia's economic 
growth. Although the Job Creation Law offers new opportunities for foreign investment, 
it also poses certain challenges regarding effective implementation and enforcement of 
the law 
Keywords: Law, Foreign Capital, Job Creation Law. 
 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum penanaman modal 
asing di indonesia pasca undang-undang cipta kerja. Undang-Undang Cipta Kerja (UU 
Cipta Kerja) menciptakan landskap hukum baru dalam berbagai aspek kehidupan 
ekonomi Indonesia, termasuk dalam hal penanaman modal asing. Metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan 
terhadap regulasi penanaman modal asing di Indonesia. Peninjauan kembali regulasi 
tersebut diperlukan untuk memahami implikasi serta dampaknya terhadap investasi asing 
di Indonesia. UU Cipta Kerja menghadirkan berbagai perubahan dalam ketentuan 
penanaman modal asing, termasuk kemudahan akses pasar, perubahan prosedur, dan 
insentif-insetif baru untuk para investor. Evaluasi hukum perlu mempertimbangkan 
keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk 
memfasilitasi investasi asing. Hal ini dapat menjadi titik sentral dalam menilai efektivitas 
UU Cipta Kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun UU Cipta 
Kerja menawarkan peluang baru bagi penanaman modal asing, tetapi juga menimbulkan 
tantangan tertentu terkait implementasi dan penegakan hukum yang efektif 
Kata kunci: Hukum, Modal Asing, UU Cipta Kerja. 

A. Pendahuluan  
Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar 

dalam sektor ekonomi, terus berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang 
kondusif bagi penanaman modal asing (PMA). Langkah-langkah strategis telah diambil, 
termasuk di antaranya adalah melalui perubahan regulasi hukum, yang salah satunya 
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adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan pada tahun 2020. Undang-
Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menciptakan landskap hukum baru dalam berbagai 
aspek kehidupan ekonomi Indonesia, termasuk dalam hal penanaman modal asing. 
Perubahan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan interpretasi dari berbagai pihak, 
baik dari kalangan bisnis, akademisi, maupun masyarakat umum 1 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kedudukan 
evaluasi hukum penanaman modal asing di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-
Undang Cipta Kerja. Analisis tersebut akan mencakup berbagai aspek, mulai dari 
implikasi hukum langsung dari UU Cipta Kerja terhadap PMA, hingga dampaknya 
terhadap iklim investasi dan perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedudukan evaluasi hukum 
terhadap PMA di Indonesia telah berubah setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. 
Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek-aspek hukum formal, tetapi juga dampaknya 
dalam praktek bisnis dan investasi, serta implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. 

Melalui analisis yang komprehensif dan kritis, diharapkan makalah ini dapat 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan peran penanaman modal 
asing di Indonesia, serta bagaimana perubahan hukum yang terjadi dapat memengaruhi 
dinamika investasi dan ekonomi negara ini. Dengan demikian, makalah ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskusi dan perdebatan mengenai 
regulasi hukum dan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca UU Cipta Kerja. 

B. Metode Penelitian 
Melakukan studi kasus pada beberapa perusahaan atau proyek penanaman modal 

asing yang beroperasi di Indonesia pasca-implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Hal 
ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 
bagaimana perubahan hukum memengaruhi praktik penanaman modal asing di lapangan. 
Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti 
pejabat pemerintah, pengusaha, pakar hukum, dan LSM yang terkait dengan penanaman 
modal asing di Indonesia. Wawancara ini dapat memberikan wawasan yang berharga 
tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait implementasi Undang-Undang Cipta 
Kerja. Melakukan analisis dokumen terkait, seperti teks Undang-Undang Cipta Kerja, 
peraturan pelaksana, keputusan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen-dokumen lain 
yang relevan. Analisis ini dapat membantu dalam memahami secara mendalam konteks 
hukum dan regulasi yang mempengaruhi penanaman modal asing di Indonesia. 

Mengadakan diskusi fokus kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan 
untuk mendiskusikan persepsi, pandangan, dan pengalaman mereka terkait dengan 
evaluasi hukum penanaman modal asing pasca-UU Cipta Kerja. Diskusi ini dapat 
memberikan wawasan tambahan dan memfasilitasi pertukaran gagasan antara peserta. 
Menganalisis data kualitatif yang terkumpul dengan pendekatan tematis, yaitu 
mengidentifikasi pola-pola, tren, dan tema-tema utama yang muncul dari data. Hal ini 
memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang 
dampak dan implikasi dari evaluasi hukum penanaman modal asing pasca-UU Cipta 
Kerja.Metode penelitian kualitatif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam 
tentang kedudukan evaluasi hukum penanaman modal asing di Indonesia pasca-

 
1 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2001. 
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implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, serta memungkinkan untuk menggali 
perspektif yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. 

C. Hasil dan Pembahasan 
I. Implikasi Hukum Langsung dari Undang-Undang Cipta Kerja terhaap Penanaman 

Modal Asing (PMA) 
Analisis terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing 

(PMA) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan langkah penting 
untuk memahami dampak hukum yang dimiliki oleh investor asing di Indonesia.  Analisis 
mengenai perubahan persyaratan investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja mencakup 
beberapa aspek penting. UU ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam batasan-
batasan, insentif investasi, dan keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing. 
Secara umum, perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi 
asing di Indonesia dengan menyederhanakan proses investasi dan memberikan insentif 
yang lebih menarik. Salah satu perubahan utama adalah pemberlakuan persyaratan modal 
yang lebih fleksibel bagi investor asing. Sebelumnya, terdapat batasan minimum modal 
investasi yang cukup tinggi, namun dengan UU Cipta Kerja, batasan tersebut dihapuskan 
atau dikurangi secara signifikan untuk beberapa sektor tertentu. Hal ini membuka peluang 
bagi investor kecil dan menengah untuk berinvestasi di Indonesia2. Di sisi lain, UU Cipta 
Kerja juga menawarkan berbagai insentif investasi yang lebih atraktif, seperti tax holiday, 
tax allowance, fasilitas kawasan ekonomi khusus, dan kemudahan izin usaha. Insentif-
insentif ini dirancang untuk menarik minat investor asing dan mendorong peningkatan 
investasi di sektor-sektor prioritas, seperti manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan. 

Selain itu, terdapat pula keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing, 
seperti pengurangan tarif pajak penghasilan dan fasilitas tax holiday untuk jangka waktu 
tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik 
investasi asing dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga menawarkan 
insentif serupa. Evaluasi terhadap implikasi perubahan persyaratan investasi ini 
menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi tujuan investasi yang lebih menarik 
bagi investor asing. Dengan persyaratan yang lebih fleksibel, insentif yang lebih atraktif, 
dan keringanan pajak, diharapkan Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, 
baik dari investor besar maupun kecil dan menengah. Peningkatan investasi asing ini 
dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja baru di Indonesia. 

Namun, keberhasilan implementasi perubahan persyaratan investasi ini akan 
sangat bergantung pada konsistensi dan kepastian hukum, perbaikan infrastruktur, serta 
upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selain itu, diperlukan 
pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa insentif dan keringanan yang diberikan 
tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia secara 
keseluruhan. 

II. Perubahan dalam Perizinan 
Penjelasan terkait penelusuran terhadap perubahan dalam proses perizinan bagi 

investasi asing yang diatur dalam UU Cipta Kerja, serta evaluasi dampaknya terhadap 
efisiensi perizinan dan potensi peningkatan investasi serta pertumbuhan sektor-sektor 

 
2 Ida Bagus Rahmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di 

Indonesia, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006 



CAUSA 
Jurnal	Hukum	dan	Kewarganegaraan	
Vol	3	No	9	Tahun	2024	
Pre;ix	doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461	

ISSN	3031-0369	

   
  
 
 
 
 
 

4 
 

tertentu. UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam proses perizinan bagi 
investasi asing di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah penyederhanaan 
prosedur perizinan yang sebelumnya dianggap rumit dan memakan waktu. Dengan 
adanya UU Cipta Kerja, jumlah izin yang dibutuhkan untuk berinvestasi di Indonesia 
dikurangi secara signifikan, serta terdapat integrasi layanan perizinan secara online 
melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (PBTE). Hal ini 
diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-
belit. 

Selain itu, UU Cipta Kerja juga meningkatkan transparansi dalam proses 
perizinan dengan mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara 
terbuka dan dapat diakses secara online. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi 
praktik korupsi dan memberikan kepastian bagi investor asing mengenai persyaratan dan 
prosedur yang harus dipenuhi. Evaluasi terhadap dampak efisiensi perizinan 
menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur dan pemangkasan birokrasi dapat secara 
signifikan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin 
investasi. Investor asing tidak perlu lagi menghadapi proses yang panjang dan rumit, serta 
dapat menghemat biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk mengatasi hambatan 
birokrasi. Hal ini memberikan kepastian investasi yang lebih besar bagi investor asing, 
serta dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia3. 

Potensi peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu juga 
menjadi lebih besar dengan adanya efisiensi perizinan. Sektor-sektor prioritas seperti 
manufaktur, pariwisata, energi terbarukan, dan infrastruktur diharapkan dapat menarik 
lebih banyak investasi asing dengan proses perizinan yang lebih efisien dan transparan. 
Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di 
sektor-sektor tersebut. Namun, keberhasilan perubahan dalam proses perizinan ini akan 
sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen pemerintah dalam 
menjaga transparansi serta menghilangkan praktik korupsi. Selain itu, diperlukan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung untuk 
memastikan pelaksanaan perizinan yang efisien dan berkualitas. 
 

III. Kemudahan Berusaha 
Langkah-langkah yang diambil dalam UU Cipta Kerja untuk meningkatkan 

kemudahan berusaha di Indonesia, serta evaluasi dampaknya terhadap iklim investasi, 
daya saing ekonomi, dan perbandingannya dengan negara-negara lain dalam hal 
keberhasilan reformasi regulasi. UU Cipta Kerja memuat berbagai langkah strategis 
untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu langkah utama adalah 
reformasi regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menghapuskan peraturan-
peraturan yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan usaha. Reformasi ini 
mencakup penyederhanaan proses perizinan, deregulasi sektor-sektor tertentu, serta 
harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah. Selain itu, UU Cipta Kerja juga 
mengamanatkan peningkatan layanan publik terkait investasi dan kemudahan berusaha, 
seperti integrasi layanan perizinan secara online dan peningkatan transparansi informasi. 

 
3 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001 
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Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja juga 
menyediakan fasilitasi investasi dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax 
holiday, tax allowance, serta kemudahan akses ke kawasan ekonomi khusus dan fasilitas 
infrastruktur pendukung. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menarik minat investor 
dan mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. Evaluasi terhadap dampak kemudahan 
berusaha menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut berpotensi meningkatkan iklim 
investasi dan daya saing ekonomi Indonesia. Reformasi regulasi yang menghilangkan 
hambatan usaha dapat memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses investasi 
bagi investor asing maupun domestik. Peningkatan layanan publik dan fasilitasi investasi 
juga dapat mempercepat proses pengembangan usaha dan menarik minat investor untuk 
berinvestasi di Indonesia4. 

Dalam perbandingan dengan negara-negara lain, Indonesia sebenarnya masih 
tertinggal dalam hal keberhasilan reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Negara-
negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah lebih dahulu melakukan reformasi 
serupa dan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha mereka secara 
signifikan. Namun, dengan langkah-langkah yang diambil dalam UU Cipta Kerja, 
Indonesia berpotensi untuk mengejar ketertinggalannya dan meningkatkan daya saing 
ekonominya di tingkat regional maupun global. Keberhasilan langkah-langkah ini sangat 
bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen pemerintah dalam menjaga 
transparansi serta memberantas praktik korupsi. Selain itu, diperlukan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga pemerintah 
untuk memastikan efektivitas reformasi regulasi dan peningkatan layanan publik. Apabila 
langkah-langkah ini diimplementasikan dengan baik, Indonesia berpotensi untuk menjadi 
tujuan investasi yang lebih menarik dan meningkatkan daya saing ekonominya secara 
signifikan di masa depan. 

IV. Kemudahan dalam Mendapatkan Izin, Repatriasi Keuntungan, dan Perlindungan 
Hukum 

Langkah-langkah konkret yang diambil dalam UU Cipta Kerja untuk 
memudahkan investor asing dalam mendapatkan izin usaha, repatriasi keuntungan, dan 
mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta evaluasi dampaknya terhadap 
kepercayaan investor asing, investasi jangka panjang, dan kestabilan hukum di Indonesia. 

UU Cipta Kerja mengambil beberapa langkah konkret untuk memudahkan 
investor asing dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Pertama, terkait perizinan 
usaha, UU ini menyederhanakan proses perizinan dengan mengurangi jumlah izin yang 
dibutuhkan dan mengintegrasikan layanan perizinan secara online melalui sistem 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (PBTE). Hal ini diharapkan dapat 
mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit5. 

Kedua, dalam hal repatriasi keuntungan, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan 
bagi investor asing untuk mentransfer dan menarik keuntungan investasinya keluar dari 
Indonesia tanpa hambatan yang signifikan. Hal ini merupakan salah satu jaminan penting 
bagi investor asing untuk melakukan investasi jangka panjang di Indonesia. 

 
4 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 
5 Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, Bandung: PT. 

Alumni, 2008.  
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Ketiga, UU Cipta Kerja juga berupaya meningkatkan perlindungan hukum bagi 
investor asing dengan memperkuat kerangka hukum investasi di Indonesia. Hal ini 
mencakup penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi, dan harmonisasi 
peraturan antara pusat dan daerah. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjamin adanya 
mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang adil dan transparan. 

Evaluasi terhadap dampak kemudahan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah 
tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Proses 
perizinan yang lebih efisien dan transparan, jaminan repatriasi keuntungan, serta 
perlindungan hukum yang memadai dapat memberikan kepastian investasi bagi investor 
asing. Hal ini dapat mendorong investasi jangka panjang dan menarik minat investor 
asing untuk berinvestasi di Indonesia dalam skala yang lebih besar. 

Namun demikian, keberhasilan langkah-langkah ini sangat bergantung pada 
implementasi yang konsisten dan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta 
memberantas praktik korupsi. Kestabilan hukum dan kepastian hukum menjadi faktor 
kunci dalam menarik investasi jangka panjang. Jika terdapat inkonsistensi dalam 
implementasi atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba, hal ini dapat mengurangi 
kepercayaan investor asing dan menghambat investasi jangka panjang. Oleh karena itu, 
pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah dalam UU Cipta Kerja 
diimplementasikan secara konsisten dan transparan, serta didukung oleh penegakan 
hukum yang kuat. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga sangat penting untuk 
menjaga konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. 
Apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi, maka kemudahan yang diberikan dalam UU 
Cipta Kerja dapat meningkatkan kepercayaan investor asing, mendorong investasi jangka 
panjang, dan memperkuat kestabilan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis aspek-
aspek tersebut, kita dapat memahami secara komprehensif bagaimana UU Cipta Kerja 
mempengaruhi regulasi PMA di Indonesia, serta potensi dampaknya terhadap investasi 
asing dan pertumbuhan ekonomi negara. 

V. Dampak UU Cipta Kerja terhadap Iklim Investasi 
Penelusuran dampak UU Cipta Kerja terhadap persepsi investor asing terhadap 

iklim investasi di Indonesia melibatkan evaluasi tentang bagaimana undang-undang 
tersebut dipandang oleh investor asing dan bagaimana persepsi mereka terhadap iklim 
investasi di Indonesia setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Penelusuran ini 
penting untuk memahami apakah upaya pemerintah dalam mereformasi regulasi investasi 
melalui UU Cipta Kerja benar-benar efektif dalam menarik minat investor asing dan 
meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pasar Indonesia. Dalam penelusuran ini, 
faktor-faktor yang dinilai meliputi apakah UU Cipta Kerja dianggap memberikan 
kemudahan atau justru meningkatkan ketidakpastian bagi investor asing. Hal ini 
mencakup evaluasi terhadap aspek-aspek seperti penyederhanaan proses perizinan, 
insentif investasi, keringanan pajak, perlindungan hukum, dan kemudahan dalam 
melakukan repatriasi keuntungan. Penelusuran juga melihat sejauh mana kebijakan 
tersebut mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia, baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang6. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penelusuran ini melibatkan 
wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti investor asing, asosiasi 

 
6 Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 
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pengusaha, konsultan investasi, dan perwakilan pemerintah. Wawancara ini bertujuan 
untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam investasi 
asing di Indonesia dan mengetahui pendapat serta pengalaman mereka terkait 
implementasi UU Cipta Kerja.Selain itu, penelusuran ini juga melibatkan survei pasar 
yang dilakukan terhadap investor asing dan calon investor untuk menilai persepsi mereka 
terhadap iklim investasi di Indonesia setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Survei ini 
dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang tingkat kepercayaan terhadap kebijakan 
pemerintah, kemudahan berinvestasi, perlindungan hukum, dan minat untuk berinvestasi 
di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. 

Penelusuran juga melibatkan tinjauan literatur terhadap studi-studi terkait, laporan 
dari lembaga-lembaga kredibel, serta analisis dari pakar ekonomi dan ahli investasi. 
Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan objektif 
tentang dampak UU Cipta Kerja terhadap persepsi investor asing. Dengan 
mengombinasikan berbagai metode tersebut, penelusuran ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana UU Cipta Kerja dipandang 
oleh investor asing dan bagaimana persepsi mereka terhadap iklim investasi di Indonesia 
setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Hasil penelusuran ini dapat menjadi 
masukan berharga bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan 
investasi di masa depan, serta membantu dalam menarik minat investor asing dan 
meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pasar Indonesia. 
 

VI. Analisis Terhadap Respon Pasar terhadap Implementasi UU Cipta Kerja 
Analisis ini mencakup pemantauan terhadap perubahan dalam aliran investasi dan 

pola investasi asing setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini melibatkan 
pengumpulan data tentang tren investasi asing, baik dalam hal jumlah investasi, sektor 
yang menjadi tujuan investasi, maupun asal negara investor. Selain itu, analisis ini juga 
melibatkan penelusuran perubahan dalam pola investasi asing, seperti apakah terjadi 
peningkatan investasi dalam sektor-sektor tertentu yang mendapat insentif dari UU Cipta 
Kerja atau perubahan dalam jenis investasi asing yang masuk. Data dari lembaga-lembaga 
keuangan, badan statistik, dan lembaga riset pasar dapat digunakan untuk mendukung 
analisis ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
bagaimana pasar merespons implementasi UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap 
aliran investasi asing. Data dari lembaga-lembaga keuangan, badan statistik, dan lembaga 
riset pasar dapat digunakan untuk mendukung analisis ini, yang bertujuan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar merespons 
implementasi UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aliran investasi asing. Analisis ini 
akan memanfaatkan data kuantitatif dari sumber-sumber terpercaya untuk memberikan 
gambaran yang objektif dan akurat tentang situasi investasi asing di Indonesia setelah 
diberlakukannya UU Cipta Kerja7. 

Salah satu sumber data yang penting adalah laporan dari lembaga keuangan 
nasional dan internasional, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
International Monetary Fund (IMF), dan World Bank. Laporan-laporan ini dapat 
memberikan informasi tentang tren investasi asing di Indonesia, termasuk jumlah 
investasi, sektor-sektor yang menarik minat investor, dan perbandingan dengan negara-

 
7 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010 
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negara lain di kawasan. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah terdapat 
perubahan signifikan dalam aliran investasi asing setelah implementasi UU Cipta Kerja. 

Lembaga-lembaga riset pasar seperti lembaga pemeringkat investasi, perusahaan 
konsultan, dan asosiasi pengusaha juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga. 
Mereka sering melakukan survei dan studi tentang persepsi investor terhadap iklim 
investasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Data ini dapat memberikan wawasan 
tentang bagaimana investor asing memandang implementasi UU Cipta Kerja dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi di Indonesia. 

Dengan mengombinasikan data dari berbagai sumber tersebut, analisis ini dapat 
memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pasar merespons 
implementasi UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aliran investasi asing. Analisis ini 
juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat investasi 
asing di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan 
kebijakan di masa depan8. 

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menggunakan data dari berbagai 
sumber, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap kualitas, kredibilitas, dan objektivitas 
data tersebut. Selain itu, interpretasi data juga harus dilakukan dengan hati-hati dan 
mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti situasi ekonomi global, faktor 
politik, dan kondisi sosial di Indonesia. 

VII. Perbandingan Kebijakan PMA Pasca UU Cipta Kerja dengan Negara Lain 
Indonesia masih tertinggal dalam hal kemudahan berusaha dibandingkan dengan 

negara-negara sejenis seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Meskipun Indonesia telah 
melakukan reformasi regulasi untuk mempermudah investasi, namun masih terdapat 
beberapa hambatan birokrasi dan perizinan yang membuat proses investasi menjadi lebih 
rumit. Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi 
investasi asing, seperti undang-undang penanaman modal, perjanjian bilateral investasi, 
dan ketentuan arbitrase internasional. Namun, masih terdapat kelemahan dalam 
penegakan hukum dan konsistensi kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian 
bagi investor. Indonesia menawarkan berbagai insentif investasi seperti tax holiday, tax 
allowance, dan fasilitas kawasan ekonomi khusus. Insentif ini cukup kompetitif 
dibandingkan negara-negara tetangga, meskipun beberapa negara lain mungkin lebih 
unggul dalam hal insentif tertentu. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki 
peluang untuk meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi asing melalui 
perbaikan infrastruktur, stabilitas politik dan keamanan, serta peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. 

Selain insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance, Indonesia juga 
menawarkan berbagai insentif non-fiskal yang dapat menarik minat investor asing. Salah 
satunya adalah kemudahan akses ke kawasan ekonomi khusus dan zona industri yang 
dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai. Kawasan-kawasan ini dirancang 
untuk mempermudah kegiatan bisnis dan menawarkan lingkungan yang kondusif bagi 
investasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan 
insentif investasi adalah konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Investor asing 
seringkali mengkhawatirkan adanya perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tumpang 

 
8 Ana Rokhmatussa’dyah, Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika, 

2010. 
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tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, upaya untuk 
memperkuat penegakan hukum dan menjamin konsistensi kebijakan merupakan faktor 
kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di 
Indonesia9. 

Selain itu, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk memperbaiki kualitas 
infrastruktur, baik infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, maupun 
infrastruktur digital seperti jaringan internet dan teknologi informasi. Infrastruktur yang 
memadai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing, karena memfasilitasi 
kegiatan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah stabilitas politik dan keamanan. 
Investor asing cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki 
situasi politik yang stabil dan tingkat keamanan yang baik. Oleh karena itu, upaya untuk 
menjaga stabilitas politik dan menjamin keamanan merupakan faktor penting dalam 
menarik investasi asing ke Indonesia10. 

Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting 
dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing. Investor asing 
membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk menjalankan operasi 
bisnis mereka secara efisien. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor 
asing. 

VIII. Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan PMA Indonesia Pasca UU Cipta Kerja 
    Kelebihan 

Simplifikasi perizinan dan deregulasi untuk mempermudah investasi. 
Pembentukan lembaga investasi terpadu (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk 
meningkatkan efisiensi layanan investasi. Penyederhanaan peraturan ketenagakerjaan 
untuk memberikan fleksibilitas bagi investor. Insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih 
atraktif untuk menarik investasi. 
    Kelemahan 

Masih terdapat ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih regulasi di 
tingkat pusat dan daerah. Implementasi dan pengawasan kebijakan yang belum optimal 
dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. Kekhawatiran tentang perlindungan 
lingkungan dan hak-hak pekerja yang dapat terganggu akibat deregulasi. Persaingan 
global yang semakin ketat dengan negara-negara lain yang juga melakukan reformasi 
investasi11. Dalam konteks persaingan global, Indonesia perlu terus meningkatkan daya 
saing investasinya dengan memperkuat penegakan hukum, mempermudah birokrasi, dan 
memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan transparan. Selain itu, 
pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi 
kepentingan masyarakat serta lingkungan. 

IX. Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Perubahan Hukum PMA 
Perubahan regulasi PMA yang mempermudah investasi asing diharapkan dapat 

menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak 
 

9 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 
10 Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Jakarta: Dunia Pustaka 

Jaya, 1995. 
11 N.Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era 

Global, Malang: Bayumedia, 2004. 
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langsung. Namun, perlu diperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja lokal serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. 
Investasi asing berpotensi mendorong pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya 
kurang berkembang. Namun, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memastikan 
pemerataan pembangunan dan mencegah terjadinya kesenjangan antar-wilayah. 

Masuknya investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan jika tidak dikelola dengan baik. 
Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan redistributif yang efektif agar manfaat 
ekonomi dapat dinikmati secara merata. 
 

X. Tinjauan Implikasi Jangka Panjang 
Perubahan hukum PMA yang menarik lebih banyak investasi asing diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan 
produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan akses ke pasar global. Investasi asing 
dapat membantu mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, 
pelabuhan, bandara, dan fasilitas pendukung lainnya, terutama melalui skema kemitraan 
pemerintah-swasta. Perubahan regulasi PMA dapat mempercepat kemajuan sektor-sektor 
industri tertentu, seperti manufaktur, teknologi informasi, energi terbarukan, dan lain-lain, 
melalui aliran modal, teknologi, dan keahlian dari investor asing. 

D. Kesimpulan dan Saran 
Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap regulasi 

penanaman modal asing di Indonesia. Peninjauan kembali regulasi tersebut diperlukan 
untuk memahami implikasi serta dampaknya terhadap investasi asing di Indonesia. UU 
Cipta Kerja menghadirkan berbagai perubahan dalam ketentuan penanaman modal asing, 
termasuk kemudahan akses pasar, perubahan prosedur, dan insentif-insetif baru untuk 
para investor. Evaluasi hukum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara 
perlindungan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk memfasilitasi investasi 
asing. Hal ini dapat menjadi titik sentral dalam menilai efektivitas UU Cipta Kerja dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun UU Cipta Kerja menawarkan 
peluang baru bagi penanaman modal asing, tetapi juga menimbulkan tantangan tertentu 
terkait implementasi dan penegakan hukum yang efektif. 

E. Rekomendasi  
Kesimpulan harus menyertakan rekomendasi untuk pemangku kepentingan 

terkait, baik pemerintah, badan regulasi, maupun investor, untuk memastikan bahwa 
evaluasi hukum penanaman modal asing pasca-UU Cipta Kerja dapat mengoptimalkan 
manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambil menjaga kedaulatan dan 
kepentingan nasional. Dengan demikian, kesimpulan makalah ini merangkum 
pemahaman tentang perubahan dalam hukum penanaman modal asing di Indonesia 
setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, serta menawarkan pandangan tentang 
implikasi, tantangan, dan rekomendasi yang relevan. 
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